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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi pada Pemerintah 
Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 provinsi. Data 
diperoleh melalui website ( www.bps.go.id& www.djpk.kemenkeu.go.id ) Penelitian 
ini menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis 
data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan 
pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Belanja Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Kata Kunci :  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Abstract 
This study aims to examine and analyze the effect of Economic Growth, Local Own 
Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional 
Expenditure on Human Development Index Studies in Provincial Government 
throughout Indonesia Period 2014-2016. This research is quantitative research. 
Sample uses in this study amount to 31 Provinces throughout Indonesia. This 
research data was obtained from Indonesian Central Bureau of Statistics and 
Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia (www.bps.go.id 
& www.djpk.kemenkeu.go.id ) This study uses data from the Budget Realization 
Report of Local Revenue and Expenditure (APBD). Data that have been collected is 
analyzed by data analysis method which firstly done classical assumption test before 
doing hypothesis testing. The hypothesis test in this research  use multiple linear 
regression. The results of the study show that economic growth and Local Own 
Revenue have an effect on the Human Development Index, while the General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Expenditure have not an 
2 
 
effect on the Human Development Index. However, Economic Growth, Local Own 
Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional 
Expenditure simultaneously affect the Human Development Index. 
 
Keywords: Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, 
Special Allocation Fund, Regional Expenditure, Human Development Index. 
 
1. PENDAHULUAN  
Pada mulanya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) 
diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau popular 
disebut strategi pertumbuhan ekonomi.Semula banyak yang beranggapan yang 
membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan 
ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti 
pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi 
oleh NSB dapat terpecahkan, misalkan melalui apa yang dikenal dengan “dampak 
merembes ke bawah” (trickle down effect). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan 
ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain 
seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan ketimpangan distribusi 
pendapatan seringkali dinomorduakan (Kuncoro, 2010:1). 
Paradigma pembangunan yang baru merupakan proses perbaikan yang 
berkesinambungan atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan 
yang lebih baik atau suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk 
berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, 
dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan 
mempunyai tiga tujuan yaitu, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi  
berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan 
perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro dan Smith, 2004:28). 
Menurut Damayanti (2014) Sasaran pembangunan yang berkembang saat ini 
adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang 
dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara.Pembangunan 
Manusia merupakan model yang memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan 
agar masyarakat dapat hidup layak.Untuk menilai pencapaian pembangunan manusia 
digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai alat ukur, IPM merupakan 
alat ukur yang cukup memadai dibandingkan Indeks Komposit yang lain. 
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United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan perhitungan 
IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode yang 
lama.Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. 
Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara perhitungan indeks. Pada 
metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan 
yaitu Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling).Indikator ini digunakan 
untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang memang saat ini sudah tidak 
relevan karena capaian di banyak negara sudah tinggi. UNDP juga menggunakan 
indikator PNP per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita. Namun, 
karena indikator PNP per kapita tidak tersedia di tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan 
menggunakan data SUSENAS. Adanya perubahan indikator tersebut tak mengganti 
peranan Angka Harapan Hidup sebagai pengukuran dimensi kesehatan. (Badan Pusat 
Statistik, 2017).  
Pertumbuhan ekonomi adalah adalah hal yang paling sering dihubungkan dengan 
Pembangunan Manusia.Pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat diukur dengan 
menggunakan pertumbuhan pendapatan per kapita menuntut adanya kenaikan produk 
domestik bruto atau pendapatan nasional.Produk domestik bruto (PDB) itu sangat 
ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, barang sumber 
daya alam, tingkat teknologi, dan kondisi sosial dalam negara yang 
bersangkutan.Pada umumnya terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas 
faktor-faktor produksi itu dan PDB. Jadi semakin banyak digunakan alat kapital, 
tenaga kerja, barang sumber daya alam, tingkat teknologi yang canggih dan kondisi 
sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi tingkat 
PDB pendapatan suatu negara. Namun indikator yang digunakan dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah adalah dengan menggunakan Produk 
Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan (Suparmoko (2013:239). 
Sejak bergulirnya era reformasi atau orde baru, Pemerintah Republik Indonesia 
secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah 
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pula dikeluarkan.Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di 
seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan era 
desentralisasi fiskal. 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sumber-sumber 
penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi Khusus serta Penerimaan dari Lain-lain pendapatan. 
Belanja Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 
59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan 
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan 
realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. 
Perbedaan pendapat mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat  ditunjukkan 
pada penelitian sebelumnya. Setyowati dan Suparwati (2012) telah menunjukkan 
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia  
sementara penelitian Sarkoro (2016) menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perbedaan ini memberikan pandangan bagi 
penulis untuk mengevaluasi kembali variabel-variabel independen yang telah diuji 
sebelumnya. Proses evaluasi dilakukan dengan menguji pengaruh variabel - variabel 
independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia. 
Periode penelitian ini menggunakan kurun waktu 2014-2016. 
1.1 Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotesis 
1.2 Pembangunan Manusia/ Human Development 
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Menurut UNDP (United Nation Development Programme) 2016 
Pembangunan manusia adalah tentang perluasan kebebasan sehingga semua 
manusia bisa mengejar pilihan yang mereka hargai. Kebebasan semacam itu 
memiliki dua aspek mendasar - kebebasan kesejahteraan, diwakili oleh fungsi 
dan kemampuan, dan kebebasan badan, yang diwakili oleh suara dan otonomi. 
Fungsi adalah berbagai hal yang dapat dinilai dan dilakukan seseorang seperti 
bahagia, cukup mendapat gizi dan kesehatan yang baik, serta memiliki harga diri 
dan ikut berperan dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan adalah berbagai 
fungsi (makhluk dan perbuatan) yang dapat dicapai seseorang. Agensi 
berhubungan dengan apa yang seseorang bebas lakukan dan capai dalam 
mengejar tujuan atau nilai apa pun yang dianggapnya penting. Kedua jenis 
kebebasan tersebut mutlak diperlukan untuk pembangunan manusia. 
1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznets 
Menurut Kuznets,” pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam 
jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 
barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan 
atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian 
teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 
keadaan yang ada”. Dalam analisisnya Kuznets mengemukakan enam 
karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi modern antara lain: 1) 
Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. 
2) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi. 3) Tingkat 
transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 4) Tingkat transformasi sosial dan 
ideologi yang tinggi. 5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau 
yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian 
dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 6) 
Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar 







1.4 Otonomi Daerah 
Otonomi Daerah dalam ketentuan umum UU No.32/2004 pasal 1 nomor 5 
dan 6 menyebutkan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Dalam ketentuan umum UU No.32/2004, “Daerah otonom adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
1.5 Desentralisasi 
Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi dimaknai 
sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi, daerah akan mengalami 
proses pemberdayaan yang signifikan sehingga memacu kemampuan prakarsa 
dan kreativitas daerah serta meningkatkan kapabilitas daerah dalam menangani 
berbagai masalah domestik. 
1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Definisi APBD menurut Undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 1 
adalah sebagai berikut “APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah”. 
1.7 Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Darise (2007: 43) Pendapatan asli daerah  adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.Pendapatan asli daerah sebagai sumber 
penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung 
sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 
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1.8 Dana Alokasi Umum 
Menurut Darise (2007:96) Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
1.9 Dana Alokasi Khusus 
Menurut Darise (2007:102) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah 
ditetapkan dalam APBN 
1.10 Belanja Daerah 
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/derah 
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. (PSAP No 2, Paragraf 7). Sementara menurut Permendagri No. 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 
2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan 
realisasi anggaran, karena dalam penyusunan realisasi anggaran masih 
menggunakan basis kas. 
1.11 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia.Menurut Todaro (2006:19) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 
suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat 
sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. 
Menurut Damayanti (2014) Sasaran pembangunan yang berkembang saat ini 
adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang 
dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara.Pembangunan 
Manusia merupakan model yang memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan 
agar masyarakat dapat hidup layak. Untuk menilai pencapaian pembangunan 
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manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai alat ukur, IPM 
merupakan alat ukur yang cukup memadai dibandingkan Indeks Komposit yang 
lain. Demikian pula halnya dengan UNDP yang menyatakan bahwa 
Pembangunan Manusia di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh 
Pertumbuhan Ekonomi atau Produk Domestik Bruto/ PDB. Pertumbuhan PDB 
akan meningkatkan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik. 
Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti bagaimana pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian Anggaran 
Belanja Modal sebagai variabel intervening di Jawa Tengah. Periode yang 
digunakan yaitu tahun 2005-2009. Dari hasil penelitian tersebut, Pertumbuhan 
Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah 
dan Belanja Modal mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 
penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 
H1:Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas 
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab.Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas 
dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana 
yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah 
memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan 
lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah 
pemerintah daerah itu sendiri. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu 
memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. 
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Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemampuannya 
dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan pendapatan asli 
daerahnya sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah 
pusat, sehingga pemerintah daerah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah 
yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sumber 
pendapatan asli daerah ini dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah. Dalam konteks otonomi daerah tersebut 
Pendapatan Asli Daerah sebagai alat pengukur pendapatan sendiri daerah 
diharapkan sebagai sumber untuk pembiayaan untuk peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga akan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Putra dan Ulupui (2015). 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarkoro (2016), Putra dan Ulupui 
(2015) dan Setyowati dan Suparwati (2012) menunjukkan hasil bahwa 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 
hipotesis penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 
H2 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah 
fiskal (fiscal gap) daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal 
need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi Dana Alokasi Umum bagi 
daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan 
memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah 
yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh 
alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut 
menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor pemerataan kapasitas 
fiskal. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi 
Umum relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah di daerah tesebut kecil sehingga 
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pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut 
(Darise,2007:39). 
Damayanti (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Periode 
2009-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 
Khusus secara parsial berpengaruh Negatif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 
hipotesis penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 
H3 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan 
merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang 
menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi 
yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya 
dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 
masyarakat. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan 
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan infrastruktur atau 
sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. 
Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam 
pendidikan dan kesehatan. Sehingga Dana Alokasi Khusus tersebut akan 
meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Darise, 2007:102). 
Putra dan Ulupui (2015) tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan 
Manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan 
Manusia.Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mampu menigkatkan IPM. 
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Setyowati dan Suparwati 
(2012) yang menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks 
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Pembangunan Manusia.Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, 
maka hipotesis penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 
H4 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan 
fiskal (Sukirno,2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 
perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional 
dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam 
rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan 
memacu pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Isa Pratowo (2012) Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang 
sosial, misalnya : subsidi untuk meringankan sekolah. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk bidang pendidikan 
melalui subsidi sosial dapat memperluas pilihan manusia. Dalam konteks ini 
semakin besar Belanja Daerah akan memberi peluang yang lebih luas untuk 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Adelfina dan Jember (2016) 
tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah 
terhadap Indek Pembangunan Manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia.Sedangkan Kemiskinan 
secara parsial berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia.Namun Secara Simultan Ketiga Variabel di Atas berpengaruh signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan landasan teori dan hasil 
penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 
H5 : Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
2 METODE PENELITIAN 
2.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 
hipotesis yang menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah Provinsi dan data Indeks Pembangunan Manusia Seluruh 
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Provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia 
2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se - Indonesia. Dari 
seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah provinsi untuk 
dijadikan sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini 
menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:  
a. Menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut per 31 Desember tahun 
2014-2016.  
b. Dipublikasikan pada website www.bps.go.id.  
c. Dipublikasikan pada website www.djpk.kemenkeu.go.id 
d. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten tahun 2014-2016. 
e. Memiliki data yang lengkap dan konsisten terkait Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan 
Belanja Daerah. 
Berdasarkan kriteria diatas, didapatkan 31 sampel dari 34 populasi yang 
memenuhi kriteria tersebut, jadi 31 x 3 sehingga diperoleh 93 sampel. 
2.3 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara-cara antara lain: 1) 
teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari website 
www.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id 2) studi kepustakaaan yaitu 
mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2.4 Definisi Operasional Variabel 
2.4.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks gabungan dari tiga 
indikator: longevity sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (knowledge) 
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Yang diukur dengan kombinasi melek huruf dewasa (berbobot sepertiga), dan 
standar hidup layak (decent standard of living) sebagaimana diukur oleh PDB 
riil per kapita. 
2.4.2 Variabel Independen 
 Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Kuncoro (2015: 163) Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan 
barang dan jasa yang diproduksi dalam penduduk, sehingga semakin 
banyak barang dan jasa yang diproduksi maka akan meningkatkan 
kesejahteraan penduduk, sehingga akan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusianya. Namun indikator yang digunakan dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dengan menggunakan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan (Suparmoko, 
2013: 239). Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus: 
   
             
       
      
 
 Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Darise (2007: 43) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan 
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini 
menggunakan rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan rasio digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya 
hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah (realisasi) dengan besarnya 
Pendapatan Daerah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini didasarkan 
pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut 
penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur PAD 
dengan rumus: 
    
                   
                                 
      
 
 Dana Alokasi Umum 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah utuk mendanai kebutuhan 
daerah untuk rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum 
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bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang 
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 
antar daerah. Pengukuran DAU dalam penelitian ini didasarkan pada 
penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut 
penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAU 
dengan rumus: 
    
                  
                                
      
 
 Dana Alokasi Khusus 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana 
Alokasi Khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan 
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka 
mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar 
masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.Pengukuran DAK dalam 
penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh 
Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang 
dilakukan untuk mengukur DAK dengan rumus: 
    
                  
                                
      
 
 Belanja Daerah 
Belanja Daerah atau Pengeluaran pemerintah (government expenditure) 
adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan 
pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara 
menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap 
tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan 
APBD untuk daerah/regional. Belanja Daerah merupakan besarnya total 
realisasi belanja daerah dibagi dengan total realisasi pengeluaran daerah. 
Pengukuran belanja daerah dalam penelitian ini didasarkan pada 
penelitian yang telah dilakukan oleh Pratowo, Nur Isa (2012). Berikut 
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penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur belanja 
daerah dengan rumus : 
   
                            
                                 
      
 
2.5 Teknik Analisis Data 
2.5.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206).  
2.5.2 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitianini 
memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik.Syarat-syarat yang 
harus dipenuhi adalah data tersebut harus berdistribusi normal, tidak 
mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 
2.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 
Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier Berganda karena 
menyangkut penggunaan lima variabel independen dan satu variabel 
dependen. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan 
antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 
variabel dependen dengan variabel independen.Variabel dependen 
diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi 
probabilistik.Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap 
(dalam pengambilan sampel yang berulang). 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 
Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pertumbuhan ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 31 Pemerintah 
Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. Sehingga dapat dideskripsikan nilai 





Hasil Statistik Deskriptif PE, PAD, DAU, DAK, BD dan IPM. 
Descriptive Statistics 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Indeks Pembangunan Manusia 93 56.7500 78.3800 68.043656 3.7424733 
Pertumbuhan Ekonomi 93 -.7307 21.7677 5.736404 2.5231684 
Pendapatan Asli Daerah 93 5.0266 69.5257 37.904341 17.6817491 
Dana Alokasi Umum 93 1.3591 62.5857 28.738476 16.5100470 
Dana Alokasi Khusus 93 .0787 36.4168 7.550028 9.5398645 
Belanja Daerah 93 55.2516 100.0000 80.522021 10.1283391 
Valid N (listwise) 93 
    
Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
Hasil statistik menunjukkan bahwa: 
a. Hasil Statistik Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai rata-rata selama 
tiga tahun sebesar 68,04. 
Hasil Statistik Indeks Pembangunan manusia pada pemerintah Provinsi di 
Indonesia yang memiliki nilai tertinggi sebesar 78,38 adalah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. 
Hasil Statistik Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah Provinsi di 
Indonesia yang memiliki nilai terendah  sebesar 56,75 adalah Provinsi Papua 
pada tahun 2014. 
Hasil Statistik Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai standar deviasi 
selama tiga tahun sebesar 3,74. 
b. Hasil Statistik Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata selama tiga 
tahun sebesar 5,73. 
Hasil Statistik Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar 21,77 adalah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat pada tahun 2015. 
Hasil Statistik Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai terendah sebesar -0,7 adalah Provinsi Aceh pada tahun 
2015. 
Hasil Statistik Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai standar deviasi selama 
tiga tahun sebesar 2,52. 
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c. Hasil Statistik Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata selama tiga 
tahun sebesar 37,90. 
Hasil Statistik Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar 69,52 adalah Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014. 
Hasil statistik Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai terendah sebesar 5,02 adalah Provinsi Papua Barat pada 
tahun 2016. 
Hasil Statistik Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi selama 
tiga tahun sebesar 17,68.  
d. Hasil Statistik Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata selama tiga tahun 
sebesar 28,74. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Umum pada pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar 62,58 adalah Provinsi Sulawesi Barat 
pada tahun 2014. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai terendah sebesar 1,36 adalah Provinsi Kalimantan Utara 
pada tahun 2014. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi selama tiga 
tahun sebesar 16,51 
e. Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata selama tiga 
tahun sebesar 7,55. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus pada pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar 36,42 adalah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur pada tahun 2016. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 
yang memiliki nilai terendah sebesar 0,078 adalah Provinsi Jawa Barat pada 
tahun 2015. 
Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus memiliki nilai standar deviasi selama 
tiga tahun sebesar 9,54. 




Hasil Statistik Belanja Daerah  pada pemerintah Provinsi di Indonesia yang 
memiliki nilai tertinggi sebesar 100,00 adalah Provinsi Kalimantan Utara 
pada tahun 2014. 
Hasil Statistik Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang 
memiliki nilai terendah sebesar 55,25 adalah Provinsi Riau pada tahun 2014. 
Hasil Statistik Belanja Daerah memiliki nilai standar deviasi selama tiga 
tahun sebesar 10,13.  
3.2 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji asumsi klasik pada data. Uji ini 
meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji 
Heteroskedastisitas. 
3.2.1 Uji Normalitas 
 
Tabel 3.2 
Hasil Uji Normalitas 
  P value Keterangan 
Kolmogorov - Smirnov Z 0.934 
Data Normal 
Asyimp. Sig (2-Tailed) 0.348 
Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan output di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,934 
dan signifikan pada 0,348 > 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak yang berarti data 
terdistribusi normal.  
3.2.2 Uji Multikolinearitas 
 
Tabel 3.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Pertumbuhan Ekonomi 0.912 1.096 Bebas Multikolinearitas 
Pendapatan Asli Daerah 0.669 1.495 Bebas Multikolinearitas 
Dana Alokasi Umum 0.450 2.222 Bebas Multikolinearitas 
Dana Alokasi Khusus 0.990 1.010 Bebas Multikolinearitas 
Belanja Daerah 0.547 1.827 Bebas Multikolinearitas 
Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai tolerance lima variabel 
independen lebih besar dari 0.10 ( PE 0,912), ( PAD 0,669), ( DAU 0,450), ( 
DAK 0,990), ( BD 0,547) dan nilai VIF lima variabel independen lebih kecil 
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dari 10 ( PE 1,096), ( PAD 1,495), ( DAU 2,222), ( DAK 1,010), ( BD 
1,827). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 
multikolinearitas. 
3.2.3 Uji Autokorelasi 
 
Tabel 3.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
Durbin Watson 
2,163 
Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 
sebesar 2,163. Mengacu pada tabel DW dengan menggunakan banyaknya 
variabel independen/k=5 dan sampel/n=93 maka diperoleh nilai dl=1,5513 
dan du=1,7772. Karena nilai DW sebesar 2,163 terletak pada du < d < 4 – du 
(1,7772< 2,163 < 2,2228). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas 
dari autokorelasi positif maupun negatif. 
3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 
 
Tabel 3.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Thitung  Sig. Keterangan 
Pertumbuhan Ekonomi 0.122 0.903 Bebas Heteroskedastisitas 
Pendapatan Asli Daerah -1.133 0.260 Bebas Heteroskedastisitas 
Dana Alokasi Umum 0.062 0.951 Bebas Heteroskedastisitas 
Dana Alokasi Khusus -0.136 0.892 Bebas Heteroskedastisitas 
Belanja Daerah -0.864 0.390 Bebas Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Namun berdasarkan 
hasil output di atas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun 
variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen nilai Absolut Residual (ABSRES). Hal ini terlihat dari probabilitas 
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 




3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 
Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier Berganda karena menyangkut 
penggunaan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis 
regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 
lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 
variabel independen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.6 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel Β 
Constant 59.265 
Pertumbuhan Ekonomi -0.283 
Pendapatan Asli Daerah 0.135 
Dana Alokasi Umum 0.005 
Dana Alokasi Khusus 0.033 
Belanja Daerah 0.061 
Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Hasil estimasi dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini: 
IPM = 59,265 – 0,283PE + 0,135PAD + 0,005DAU + 0,033DAK + 0,061BD + 
. 
Persamaan tersebut dapat diartikan: 
o Konstanta sebesar 59,265 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen 
konstan atau dianggap nol (PE = 0, PAD = 0, DAU = 0, DAK = 0, dan BD = 
0) maka nilai indeks pembangunan manusia pada pemerintah provinsi 
sebesar 59,265. 
o Koefisien regresi variabel PE mempunyai nilai sebesar (-0,283) artinya 
apabila terjadi penurunan nilai PE sebesar 1%, maka akan menurunkan nilai 
IPM sebesar (-0,283). 
o Koefisien regresi variabel PAD mempunyai nilai sebesar 0,135 artinya 
apabila terjadi peningkatan nilai PAD sebesar 1 %, maka akan meningkatkan 
nilai IPM sebesar 0,135. 
o Koefisien regresi DAU mempunyai nilai sebesar 0,005 artinya apabila terjadi 




o Koefisien regresi DAK mempunyai nilai sebesar 0,033 artinya apabila terjadi 
peningkatan nilai DAK sebesar 1 %, maka akan meningkatkan nilai IPM 
sebesar 0,033. 
o Koefisien regresi BD mempunyai nilai sebesar 0,061 artinya apabila terjadi 
peningkatan nilai BD sebesar 1 %, maka akan meningkatkan nilai IPM 
sebesar 0,061. 
3.3.1 Uji F 
Pengujian signifikansi simultan dalam model regresi ini digunakan untuk 
menguji apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara 
simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.7 
 Hasil Uji F 
Nilai Fhitung Nilai Ftabel  Sig. 
10.159 2.32 0.000 
 
Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari F tabel 
(10,159 > 2,32 ). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil ini juga didukung 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen 
(PE,PAD,DAU,DAK dan BD) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia pada Pemerintah Provinsi se- Indonesia periode 2014-
2016. 
3.3.2 Uji T 
Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen.Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. 
Tabel 3.8 
Hasil Pengujian Hipotesis 
Variabel Thitung  Ttabel Sig. Keterangan 
Pertumbuhan Ekonomi -2.139 1.987 0.035 Diterima 
Pendapatan Asli Daerah 6.128 1.987 0.000 Diterima 
Dana Alokasi Umum 0.166 1.987 0.869 Ditolak 
Dana Alokasi Khusus 0.974 1.987 0.333 Ditolak 
Belanja Daerah 1.430 1.987 0.156 Ditolak 
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Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan data di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai t hitung sebesar -2,139 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 
diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai t hitung sebesar 6,128 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 
diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
3. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai t hitung sebesar 0,166 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,869> 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H3 
ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
4. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai t hitung sebesar 0,974 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,333 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H4 
ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
5. Variabel Belanja Daerah mempunyai t hitung sebesar 1,430 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,156 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H5 
ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
4 PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut: 
a. Pertumbuhan Ekonomi terbukti berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Pada PemerintahProvinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. 
b. Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Pada Pemerintah Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. 
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c. Dana Alokasi Umum terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi se - Indonesia Periode 
2014-2016. 
d. Dana Alokasi Khusus terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi se -Indonesia Periode 
2014-2016. 
e. Belanja Daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Pada Pemerintah Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. 
f. Secara simultan seluruh variable Independen (PE, PAD, DAU, DAK dan BD) 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Pemerintah 
Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016. 
4.2 Saran 
a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak variabel-variabel 
independen yang hanya berpengaruh saja dan dapat mengeliminasi variabel – 
variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
terkait. 
b. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel non keuangan 
seperti: rasio gini, kemiskinan dan kebijakan pemerintah daerah agar dapat 
menjelaskan dengan baik seberapa besar pengaruhnya terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
c. Sebaiknya periode pengamatan penelitian ke depan ditambah agar 
menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi dan akurat. 
d. Diharapkan Pemerintah Provinsi se - Indonesia lebih baik lagi dalam 
menyajikan data berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih 
transparan dan lengkap. 
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